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KUIS

SOAL
1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional!
2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum Negara/nasional!
3. Apakah perusahaan internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public?
4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah pperjanjian internasional public di suatu Negara? Jelaskan!
5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu Negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? Jelaskan!
6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional!

JAWABAN
1. Hukum Internasional terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :
· Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain dan bersifat perdata.
· Hukum internasional public adalah hukum yang mengatur hubungan internasional antar Negara.

2. Perbedaannya, hukum nasional bersumber pada hukum tertulis dan hukum kebiasaan, sedangkan hukum internasional bersumber oada hukum kebiasaan dan hukum yang lahir dari kehendak dan kesepakatan bersama dari Negara – Negara dalam masyarakat internasional.

3. Ya, bisa. Karena perusahaan internasional merupakan perusahaan yang didirikan di suatu Negara tetapi beroperasi di berbagai Negara, sehingga dapat menjadi subjek hukum internasional.

4. Yang berhak menandatangani perjanjian internasional adalah Presiden. Dalam pasal 9 ayat (2) UU perjanjiang internasional dinyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan oleh undang- undang atau keputusan presiden.

5. Hukum yang didahulukan dalam hal ini tergantung pada negaranya menganut teori atau sistem yang seperti apa. Pada Negara yang menganut sistem monism primat HI, hujkum internasional memliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga akan didahulukan. Sedangkan dalam Negara yang menganut sistem monisme primat HN, hukum nasional yang akan didahulukan. Namun apabila Negara tersebut menganut sistem dualisme, hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna disbanding hukum internasional sehingga hukum nasional yang seharusnya didahulukan.

6. Pada 15 Desember 2014, ICSID memenangkan Indonesia terhadap gugatan salah satu pemegang saham Bank Century, Hesham Al Warraq. Ini merupakan kemenangan kedua Indonesia dalam kasus terkait, yang sebelumnya berhadapan dengan mantan pemilik saham bank yang sama, Rafat Ali Rizvi. Pada tahun 2011, Hesham, yang pernah menjabat Wakil Komisaris Utama Bank Century, menuntut pemerintah karena tindakan ekspropriasi atas saham di bank tersebut.
[bookmark: _GoBack]Ia meminta ganti rugi senilai US$19,8 juta. Alih-alih memperoleh ganti rugi, ICSID justru menolak gugatan Hesham terkait tindakan ekspropriasi. Dengan demikian, kemenangan Indonesia pada dua kasus Bank Century tersebut membuat pemerintah terhindar dari kewajiban membayar biaya sekitar Rp1,3 triliun atau US$100 juta.

